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Pada hart im SELASA tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan FEBRUARI tahun
DUA RIBL DUA PULUH TIGA betempat di Manado, vang benanda tangan di bawah i

[ JULISES DEFFIE OEHLERS, o Repala Dminas Kependodukan don
S.H. Pencatatan Sipil Kota Manado.

Berkedudukan Jln, Bala Kota Mo 1 Tikala
Kec. Tikala Koto Manado, Sulawesi [Jtarn
dalam  hal mm  menjalam  jabatannya
schagaimana tersebut. Berindak untuk dan
atas nama Dinas  Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Manado, selanjutnyva
diseinn PIHAK KESATU
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kota Manado, Sulawesi utara dalam hal ini
menjalani jabatan sebagaimana tersehut
diatas. Bentindak umuk dan atas nama
Lembaga Pemasvarakatan  Kelas [1A
Manado, selanjutnya  discbut  PIHAK
KEDU A,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA vang sclanjutnya secara Bersama - sama disebus
PARA PIHAK. terlebih dahuly menerangkan sebagai berikut -

1) Bahwa PIHAK KESATU adalsh unsur pelaksana wrusan pemerintaban di bidang
administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yvang menjadi kewenangan Kota
Manado;

b) Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis fempal perawatan dan
pembinaan Tahanan dan Narapidana;

¢} Hahwa pelayanan perckaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya dalam
hal ini hanya berlaku bagi Tahanan dan Narapidana vang berada di dalam naungan
PIHAK KEDUA dan berdomisili di Ko Manado;

d) Bahwa pelavanan perekaman  biometrik  dan dokumen  kependudukan  lainnya
dilaksanakan berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA secara
maniial ataupun online kepada PIMAK KESATU.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

I Undang-Undang Nomor 12 Tahun [995 tertang Pemasvarakatan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3614}, sehagaimana telah diuhah dengan Undang-Uindang Nomor 22
tahun 2022 tentang Pemasyarakatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68| I

2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang  Administrasi  Kependudukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) schagaimana tefah diubah denpan Uindang-
Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun
2006 tentang  Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2013 MNomor 232, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor
S475);
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 3019 fentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admimistrasi Kependuduban sebagaimana telah diubak
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentong Perubahan Atas Lindang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- Peraturan Presiden nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Taw Cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan S; pil;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 20 16 tentang Kartu ldentitas Anak:

Peraturan Menteri  Dalam Negen Nomor 108 Tahun 2019 tentang  Peraturan
Pelaksansan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persvaratan dan Taa
Cara Pendaflaran Penduduk dan Pencatatan Sapil,

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA vang selanjutnya secara bersama-sama disehu
PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama perihal pendataan dag pemutakhiran data
Tahanan dan Narapidana pelayanan perekaman hiometrik dan dokumen kependudukan

lainnya,

Pasal 1
ketentuan Umom

Dalam Peranjian ing yang dimaksud dengan:

s

- Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan Sipl adalah  Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Manado:

Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi
Pembinaan terhadap Narapidana;

Narapidana adalah terpidana vang sedang menjalani pidana penjars untuk wakiy
tertentu dan seumur hidup atay terpidans matt yang sedang menjatan pembinaan di
lembaga pemasvarakatan:

. Karu Tanda Penduduk Elekironik, selanjutnya disingkat KTP-el. adalah kartu tanda
penduduk. vang difengkapi dengan chip vang merupakan identitas resmi penduduk
sebagai bukti dirt yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipul
Kabupaten/ Kota atau unit pelaksana teknis Dinas Kependudikan dan Peneatatan Supil,
Nomor Induk Kependudukan, selunjutnya disingkat menjadi NIK, adalah nomor
wentitas penduduk vang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang
vang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia;




6.

Kartu Keluarga, selanjutnva disingkat KK, adalah Kartu |dentias Keluarga vang
memuat data fentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anguols keluargs;

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi vang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil vang mempunyai kekustan hukum schagni alal
bukti autemtik yang dihasilkan dari pelayanan pendafaran penduduk dan pencatatan
sipil,

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penanjian Kerja Sama i adslah untuk mengefektifkan fungsi dan
peran PARA PIHAK dalam rangka melakukan pendataan & pemutakhiran dats Tahanan
dan MNarapidana serta pelayanan perckaman biometnik dan dokumen kependudukan lainnya
di wilavah Lembaga Pemasvarakatan Kelas [14 Manado,

Pasal 3
Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi
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Pendataan dan pelaporan data dan dokumen Tahunan dan Marapidana vang ads di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Manado.

Drakungan pelavanan administrasi kependudukan bagi Tahanan dan Narapidana sepery
pelayanan jemput hola.

Pelaporan perubahan permutakhiran elemen daty Tehanan dan Narapidana

Pasal 4
kewajiban Para Pihak

PIHAK KESATU mempunya kewajiban untuk:

a. Memberikan lavanan konsultas: atas permasalahan vang berkaitan dengan data dan
dokumen kependudukan Tahanan dan Narapidana di dalam naungan PIHAK
KEDLTA,

b. Melakukan perubahan/pemutakhiran elemen da pada database kependuduban atas
permohonan yang disjukan oleh PIHAK KEDUA

l l |




(1)

Membenkan pelayvanan Jjemput bola  perckaman  biometrik  nomor  induk
kependudukan (NIK) elektronk kepada Tshanan dan Narapidana dr  bawah
naungan PIHAK KEDUA berdasarkan permohonan dari PIHAE KEDUA terlehih
dahuly

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk

B

Melakukan pendatsan dan melaporkan hasil pendatgan kepemilikan NIK bhagi
Tahanan dan Narapidana di bawuh naungan PIHAK KEDUA kepada PIHAK
KESATL,

Melaporkan setiap perubahan elemen data kependudukan Tahanan dan Narapidang
di bawah naungan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU untuk dilakukas
pembaharusn elemen datanya;

Melaporkan setiap mobilitas Tahanan dan MNaramdana di bawah naungan PIHAK
KREDUA kepada PIHAK KESATU:

Melaporkan Tahanan dan Narapidana vang telah dinvatakan bebas kepada PIHAK
KESATU. untuk diterbitkan surat keterangan pindah sesuai dengan daemah fujuan,
dengan melampirkan Surat Ketcrangan Bebas yang telah disahkan oleh pihak
kKementerian Hukum dan HAM RI:

Memberikan dukungan yang dibutubkan dalam penyelenggaraan perekuman nomor
induk  kependudukan untuk Tahanan dan Marapidana dalam naungan PIHAK
KEDUA

Pasal 5
Hak Para Pihak

PIHAK KESATU mempunyvai hak untuk:

h.

mendapatkan data dan laporan dari PIHAK KEDUA terkait kepemilikan NIK bag
Tahanan dan Narapidana vang berads di bawah naungan PIHAK KEDUA!
mendapatkan laporan setiap perubahan clemen duta kependudukan Tahanan dan
Naraprdana di bawah naungan PIHAK KEDUA untuk dilakukan pembaharuan
elemen datanya;

mendapatkan laporan setiap mobilitas Tahanan dan Narapidana & bawah naungan
PIHAK KEDUA;
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i)

d mendapatkan laporan Tahanan dan Narapidana vang telah dinvatakan bebas dari
FIHAK KEDUA. untuk diterbitkan sural keterangan pindah sesuai dengan dacrah
tujuan, dengan melampirkan Suras Keterangan Bebas vang telah disahkan oleh
pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI:

¢. mendapatkan dukungan ving  dhbutubkan  dalam penvelenggaraan  perckaman
nomior nduk kependodukan untuk Tahonan dag Narapidana dalam naungan PIHAK
KEDLA

PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

8. mendapatkan pelayanan dari PIMAK KESATL unnuk perubahan elemen data bag
Fahanan dan Narapidana vang berada di bawah naungan PIHAK KEDUA:

b. mendapatkan layanan konsultasi dan PIHAK KESATU atas permasalahan data
kependudukan Tahanan dan Narapidana yang berada dibawah ngungan PTHAK
KEDUA;

¢, mendapatkan pelavanan  jemput bola perckaman  biometrik  nomor  induk
kependudukan (NIK) clektronik dari PIHAK KESATU terhadap Tahanan dan
Narapidana di bawah naungan PIHAK KEDUA melalui permohonan dari PIHAK
REDUA terfebih dahulu.

Pasal ©
Evaloasi dan Pelaporan
FIHAK KEDUA wajib membuat laporan berkala per semester mengenar pelaksanaan
pemanfaatan NIK dan data kependudukan kepada PIHAK KESATU atay sewaktu-
waktu sesim kebutuhan:
PIHAK KESATU melakukan evalugsi per semester mengena pemanfasian NIK dan
data kependudukan secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA atau sewnktu-waktu

sesu kebutuhan

Pasal 7
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini belakuy sejak ditandatanganinya Perjanjian kere Sama i oleh
PARA PITHAK sampai dengan tangeal 31 Desember 2024 dan dapai diperpanjang atas
persetujuan PARA PIHAK.

| PIHAK KESATU| PIHAK KEDUA|
|




Pasal 8
Pembiayaan
seguta buva yang timbul akibar pelaksanasn perjanjian kemasama ini dibebankan kepada
masing-masing pihak dan‘atay sumber pendanaan lain vang sab dan tigak mengikal sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku,

Pasal 9
Pemberitahuan dan horespondensi
Setiap pemberitahuan atau komunikasi Fainnya terkait dengan Perpanjian Kerja Sama ini
dan kegiatan lainnys vang akan dilakukan, wajib dilakukan secara terfulis dan dikirimkan
surat elektronik (emaillpos suratfaksimili atay diserahkan secara langsung ke alam
masing-masing Pihak berikut jni:

PIHAK KESATU hepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado,

PIC - Dhnas Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil Kota
Manade Jin. Balai Kota No. | Tikala Kee Tikala Kota
Manado, Sulawesi Utarg

Pelepon ;

Email

PIHAK KEDUA  © Kepala Lembaga Pemasvarakatan Kelas 1A Manado

PIC Lembaga Pemasyarakatan Kelas [LA Manado J1. Moh.
Husni  Thamnn No. 32, Kel Tuminting, Kee
Fuminting Kota Manado, Sulawesi wiarg

Telepon

Ermail

Pasal 10

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama
Petqanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjaniian Kerja Sama telah
berakhir dan‘atay atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhin Kerja Sama schelum
Jangka wakiu Perjanjian Kerja Sama ini herakhir

Pasal 11
Keadaan Memaksa {Force Majeure)
Apabila terjadi hal-hal yang berada di uar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan
memaksa sesuni ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan
Perjanjian Kerja Sama inr atas persetyjuan PARA PTHAK,
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Pasal 12
Penyvelesaian Perselisihan
Dalam hal terjpdi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Penanjian Kerja Sama ini.
PARA PIHAK akan menyelesaikan secarn musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak
tercapar kata mulakat, akan diselesaikan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 13
ketentuan-Ketentuan Lain

{1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), maks PIHAK KESATU dapat mengakhiri Kerja Sama ini;

(2) Dalam hal diperfukan adanva penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanyian
kerja Sama ini, depal dilakukan perubahan atas persetuuan PARA PIHAK vang
dituangkan dalam Adendum vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Perjan; an
Kerja Sama ini,

{3} Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanpan Kerja
Sama im mengacu kepada Petunjuk Teknis vang disepakati oleh PARA PIHAK dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini,

Fasal 14

Penutup
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) ashi, ditanda tangani di atas kertas
bermateral cukup dan masing-masing mempunval kekuatan hukum vang sama dengan

dicap stempel resmi

PIHAK KESATL

s TEFFIE OEHLERS, S H.
NWIF. 1967 1223199303 1010




